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RINGKASAN 

 

Dalam tesis ini, isu hukum yang diangkat adalah apakah pencantuman 

kop Notaris dan pencantuman Surat Keputusan pengangkatan Notaris pada Surat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat dihadapan Notaris 

dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan pasal 38 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 dan apa akibat hukum pencantuman kop notaris dan 

pencantuman Surat Keputusan pengangkatan Notaris pada awal akta SKMHT 

yang dibuat dihadapan notaris. 

Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis 

pencantuman kop Notaris dan pencantuman Surat Keputusan pengangkatan 

Notaris yang dapat dikategorikan melanggar ketentuan pasal 38 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 serta akibat hukum pencantuman kop notaris dan 

pencantuman Surat Keputusan pengangkatan Notaris pada awal akta SKMHT 

yang dibuat dihadapan notaris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dari segi teoritik yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu hukum dan secara khusus dalam bidang kenotariatan 

mengenai pencantuman kop Notaris pada awal akta SKMHT yang dibuat 

dihadapan notaris yang dapat dikategorikan melanggar ketentuan pasal 38 ayat (2) 

UUJN serta akibat hukum pencantuman kop notaris pada awal akta SKMHT yang 

dibuat dihadapan notaris dan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi Notaris agar lebih memperhatikan dan memenuhi ketentuan 

pembuatan SKMHT. Bagi Badan Pertanahan Nasional diharapkan agar lebih 
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memahami bentuk SKMHT yang dibuat di hadapan Notaris, karena Notaris dan 

PPAT adalah dua jabatan yang berbeda. Tinjauan pustaka yang digunakanan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori kewenangan, konsep hak 

atas tanah dan konsep hak tanggungan.  

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang 

diterapkan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah melalui 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dikumpulkan dengan 

melakukan studi dokumentasi. Bahan hukum yang telah dikumpulkan diolah dan 

dianalisis secara sistematis berdasarkan deskripsi analisis selanjutnya dilakukan 

interpretasi atau penafsiran secara normatif terhadap bahan hukum yang diperoleh 

kemudian diberikan argumentasi.  

Berdasarkan hasil  penelitian, pencantuman kop notaris yang terdiri dari 

nama Notaris beserta gelar akademik, Surat Keputusan pengangkatan notaris, 

tanggal Surat Keputusan pengangkatan notaris, alamat kantor notaris, nomor 

telepon kantor Notaris dan alamat email kantor Notaris, tidak diatur dalam pasal 

38 UUJN yang mengatur mengenai bentuk akta. Kop Notaris tidak termasuk 

dalam awal akta atau kepala akta. Awal akta atau kepala akta terdiri dari : judul 

akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun serta nama lengkap dan 

tempat kedudukan Notaris. Dalam pasal 38 UUJN tidak dicantumkan adanya kop 

notaris sebagai bagian dari awal akta atau kepala akta. Dengan menggunakan 

parameter pasal 38 ayat (2) UUJN, maka pencantuman kop Notaris yang terdiri 
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dari nama Notaris beserta gelar akademik, Surat Keputusan pengangkatan notaris, 

tanggal Surat Keputusan pengangkatan notaris, alamat kantor notaris, nomor 

telepon kantor Notaris dan alamat email kantor Notaris dapat dikategorikan telah 

melanggar ketentuan pasal 38 ayat (2) UUJN dan tidak memenuhi syarat sebagai 

akta notaris. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat (7) UUJN disebutkan bahwa akta 

notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut 

bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN tersebut.  

Akibat hukum SKMHT yang dibuat dihadapan notaris dengan 

pencantuman kop notaris dan pencantuman surat keputusan pengangkatan notaris 

adalah terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta yang hanya 

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, sebagaimana 

dalam pasal 41 UUJN, karena pencantuman kop notaris dan pencantuman surat 

keputusan pengangkatan notaris merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 

38 ayat (2) UUJN.  
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pencantuman 

kop Notaris pada awal akta SKMHT yang dibuat dihadapan Notaris yang dapat 

dikategorikan melanggar ketentuan pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 serta mengkaji dan menganalisis akibat hukum pencantuman kop 

notaris pada awal akta SKMHT yang dibuat dihadapan notaris. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menekankan 

kepada penelitian bahan-bahan hukum dalam rangka menjawab masalah yang 

berkaitan dengan pencantuman kop notaris dan pencantuman Surat Keputusan 

pengangkatan Notaris pada awal akta SKMHT yang dibuat dihadapan notaris. 

Pendekatan yang akan diterapkan untuk membahas permasalahan dalam 

penelitian ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Berdasarkan hasil penelitian, pencantuman kop notaris yang terdiri dari 

nama Notaris beserta gelar akademik, Surat Keputusan pengangkatan notaris, 

tanggal Surat Keputusan pengangkatan notaris, alamat kantor notaris, nomor 

telepon kantor Notaris dan alamat email kantor Notaris tidak diatur dalam pasal 

38 UUJN yang mengatur mengenai bentuk akta notaris. Dalam hal ini kop Notaris 

tidak termasuk dalam awal akta atau kepala akta. Awal akta atau kepala akta 

terdiri dari : judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun serta nama 

lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Dalam pasal 38 UUJN tidak dicantumkan 

adanya kop notaris sebagai bagian dari awal akta atau kepala akta. Dengan 

menggunakan parameter pasal 38 ayat (2) UUJN, maka pencantuman kop Notaris 

dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan pasal 38 ayat (2) UUJN dan tidak 

memenuhi syarat sebagai akta notaris, sehingga kedudukan aktanya terdegradasi 

kekuatan pembuktiannya menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta dibawah tangan. 

 

Kata kunci : akta, notaris, SKMHT 
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ABSTRACT 

 

This study aims to assess and analyze the inclusion of headers Notary at 

the beginning of the SKMHT deed before a Notary which can be categorized in 

violation of the provisions Article 38 paragraph (2) of statue No. 2 the year 2014 

as well as reviewing and analyzing the legal consequences of the inclusion of 

headers notary at the beginning of the SKMHT deed that made in front of  notary. 

This research is a normative legal research, with emphasis on the study of 

legal materials to answer the problems associated with the inclusion of a notary 

letterhead and the inclusion of the Decree appointment at the beginning Notary 

SKMHT deed made in front of notary. The approach will be applied to discuss the 

problem in this research is statute approach and conceptual approach. 

Results of research, the inclusion letterhead notary consisting of the 

Notary nameand academic degree, the Decree of the appointment of notaries, the 

date of the Decree of the appointment of notaries, the address of the notary's 

office, office phone number Notary and email address Notary Office is not 

regulated in article 38 UUJN regulating the form Notarial Deed. In this case the 

header is not included in the initial Notary deed or deed head. Early deed or deed 

head consists of: a title deed, certificate number, hours, day, date, month and year 

as well as the full name and domicile of the Notary. In Article 38 UUJN 

withdrawn their letterhead as part of the initial notary deed or deed head. By 

using the parameters of Article 38 paragraph (2) UUJN, then the inclusion of 

header Notary can be considered to have violated the provisions of Article 38 

paragraph (2) UUJN and does not qualify as a notary deed, so that position deed 

degraded the strength of proof becomes deed only has the strength of evidence as 

the deed under hand. 

 

Keywords: deed, notary, SKMHT 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

1. Pencantuman kop Notaris yang terdiri dari nama notaris beserta gelar 

akademik, Surat Keputusan pengangkatan notaris, tanggal Surat Keputusan 

pengangkatan notaris, alamat kantor notaris, nomor telepon kantor Notaris dan 

alamat email kantor Notaris pada awal akta SKMHT yang dibuat dihadapan 

Notaris tidak diatur dalam pasal 38 ayat (2) UUJN. Pada pasal 38 ayat (2) 

Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan bahwa awal akta terdiri dari judul 

akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun, nama lengkap dan tempat 

kedudukan Notaris. Sedangkan pencantuman kop notaris tersebut bukan 

merupakan bagian dari judul akta. Hal ini dapat dikategorikan telah melanggar 

ketentuan pasal 38 ayat (2) UUJN.  

2. Akibat hukum SKMHT yang dibuat dihadapan notaris dengan pencantuman 

kop notaris dan pencantuman surat keputusan pengangkatan notaris adalah 

terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta yang hanya mempunyai 

kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, sebagaimana dalam pasal 

41 UUJN, karena pencantuman kop notaris dan pencantuman surat keputusan 

pengangkatan notaris merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 38 ayat 

(2) UUJN.  
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4.2. Saran 

1. Bagi notaris agar dalam menjalankan kewenangannya selalu berpedoman pada 

Undang-Undang Jabatan Notaris, begitupula dalam membuat Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan, hendaknya juga sesuai dengan apa yang 

ditetapkan dalam UUJN agar keotentikan aktanya tetap terjaga untuk 

mengantisipasi tindakan-tindakan yang dapat merugikan notaris sendiri. 

2. Bagi Kantor Pertanahan agar lebih memahami bahwa notaris dan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah adalah dua jabatan yang berbeda. SKMHT yang dibuat 

oleh PPAT harus mengikuti peraturan yang mengatur jabatan PPAT, dalam hal 

ini mengikuti Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara 

Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. Begitu pula dengan SKMHT yang dibuat dihadapan notaris 

juga harus mengikuti Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu dalam 

hal pendaftaran pembebanan Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan, 

Notaris yang membuat SKMHT dalam bentuk akta notariil sesuai dengan 

UUJN hendaknya tidak dipersulit untuk proses pendaftaran pembebanan Hak 

Tanggungannya.  
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